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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK — KAB. BANGGAI

SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/009/DPMPTSP/SPD/IX/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa
Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin
Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
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10 ngaturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
L ncana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58A Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018
Nomor 2245A).

Rekomendqsi Dinas  Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor
1134/900/Disdik Tanggal 31 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU ~ SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI  TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD MUHAMMADIYAH
2 LUWUK DI KELURAHAN LUWUK KECAMATAN LUWUK

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 2 LUWUK

2. Jenis Pendidikan . Sekolah Dasar

3. Alamat . JI. KH. Ahmad Dahlan No. l1/79 Kel. Luwuk
Kec. Luwuk

4. Pengelola : H. DARMAN RIBA, S.Pd

5. Yayasan/Penyelenggara: Muhammadiyah

Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga
dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan
kemudian;

3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model
yang ditentukan;

4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan 09 September 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  Luwuk
Pada tanggal 09 September 2020

AS PENANAMAN MODAL DAN

~ —Pefribina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670701 199803 2 002
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PEMERINTAII REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

If(:-:\\l‘;l‘x:nk:u\ Ketentuan l'.m.\l’l‘) ayat (2) dan Irnsnl 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
v tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama
Menten, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha
I2in Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : SDMUHAMMADIYAH 2 LUWUK

Nomor Induk Berusaha ;0220603853118

Alamat Kantor :JI. KH. Ahmad Dahlan No.79, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab.

Korespondensi Banggai, Prov. Sulawesi Tengah

Kode KBLI . 85121

Nama KBLI :  PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

Nomor Proyek : 202008-3113-2313-3217-803

Lokasi Usaha :  JL.KH. AHMAD DAHLAN NO. 79, Kel. Luwuk, Kec.

Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah

I. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-
undangan,

o

. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana
tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai
peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha . 31 Agustus 2020
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220603853118

Bcr_d;_xsarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Sccara Elcktronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan

Alamat Kantor/Korespondensi

NPWP

Nomor Telepon
Nomor Fax

Email

Kode dan Nama KBLI

Status Penanaman Modal

Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SD

MUHAMMADIYAH 2 LUWUK
J1. KH. Ahmad Dahlan No.79, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab.

Banggai, Prov. Sulawesi Tengah
00.923.604.3-832.000

sdmuh2luwuk@gmail.com
85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH

IBTIDAIYAH SWASTA
PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama
menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda

Daftar Perusahaan.

3.Lembaga OSS berwenang untuk melakukan cvaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin
komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Scluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 31 Agustus 2020 Olch : Badan Koordinasi Penanaman Modal

E':l‘

[=];:

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan
dalam dokumen ini dan duta yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 31 Agustus 2020
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